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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2019
BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah.
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan perangkat daerah, kementrian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang  dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
1.2. Landasan Hukum

Kewajiban menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan rancangan RKPD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah. 
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008; (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 ser E);
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor  2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.
17. Peraturan  Walikota Mojokerto Nomor   82  Tahun    2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
18. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor : 188.45/.../417.317/2018 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto .

1.3.  Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RENSTRA SKPD  dan sebagai dasar/acuan OPD untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2020. 
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2020 yaitu : 
1. Sebagai Penjabaran Rencana Kerja Tahun 2020, memuat hasil evaluasi tahun yang lalu (2018-2019), isu-isu strategis Daerah maupun OPD serta Program Prioritas  tahun 2020 beserta Pagu Indikatifnya, dalam upaya penyelesaian pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.
2. Sebagai pedoman bagi implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto beserta Anggarannya untuk tahun 2020.
3. Menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Kota Mojokerto, yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD;

5. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto  tahun 2020.

1.4. Sistimatika Penulisan

Adapun sistimatika penulisan dari Rencana Kerja ( Renja ) OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB   I  : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB  II  : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 
                TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Ranja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat
BAB  III  : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB  IV   : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DERAH
BAB  V     : PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 
Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2017, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
2.1.1 Urusan Wajib
Urusan wajib yang dilaksanakan adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
2.1.2 Program
Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Keluarga Berencana;
5. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan;
6. Pengembangan data/informasi ;

7. Kesehatan Reproduksi Remaja ;
8. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan anak ;

9. Pelayanan Kontrasepsi;

10. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri ;

11. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan ;

12. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR ;

13. Perencanaan pembangunan Daerah ;

14. Pengembangan bahan informasi tenaga pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak ;

15. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga ;
16. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU ;
Dari ke enam belas program tersebut diimplentasikan dalam kegiatan sebagai berikut :
2.1.3 Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa surat menyurat ;

2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik ;

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan :

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;

7. Penyediaan alat tulis kantor ;

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor ;
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
12. Penyediaan bahan logistik kantor ;

13. Penyediaan makanan dan minuman;

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah ;
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
17. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ;
18. Pemrosean Angka Kredit ;
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja ;

20. Penyusunan Renja dan RKA SKPD ;
21. Penyusunan Profil ;

22. Penyusunan SOP SKPD ;

23. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;

24. Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi ) ;
25. Pembinaan Keluarga Berencana ;
26. Pengadaan Sarana Mobilitas tim KB keliling ;

27. Koalisi Kependudukan ;

28. Pembinaan Kampung KB ;

29. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan jender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan ;

31. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ;

32. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat ;

33. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ;

34. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) ;
35. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan anak ;

36. Pembentukan Kota Layak Anak ;

37. Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB ;
38. Pengadaan Alat Kontrasepsi ;

39. Pelayanan KB Medis operasi ;
40. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT ;

41. Peningkatan kewaspadaan Masyarakat ;

42. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB ;

43. Pembinaan Organisasi Perempuan ;

44. Penyuluhan bagi ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera ;

45. Kegiatan Bimbingan managemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha  ;

46. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan  ;

47. Penyusunan perencanaan Penganggaran Responsif gender (PPRG);

48. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR ;

49. Fasilitasi Forum pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di luar sekolah ;

50. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak ;
51. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan ;

52. Pengkajian pengembangan model operasiona BKB-POSYANDU-PADU ;

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto pada tahun Anggaran 2018 sebanyak 20 (dua puluh) Program dan 49 (Empat puluh sembilan) kegiatan, adalah sebagai berikut :
2.1.4 Program
Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

5. Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kenerja dan Keuangan ;
6. Keluarga Berencana;

7. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan;

8. Kesehatan Reproduksi Remaja ;

9. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan anak ;

10. Pelayanan Kontrasepsi;

11. Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan perempuan ;

12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan ;

13. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan ;

14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa ;

15. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri ;

16. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan ;

17. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR ;

18. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak ;
19. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga ;

20. Pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU ;

Dari ke tujuh belas program tersebut diimplentasikan dalam kegiatan sebagai berikut :
2.1.5 Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik ;

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ;

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan :

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;

6. Penyediaan alat tulis kantor ;

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor ;

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

11. Penyediaan bahan logistik kantor ;

12. Penyediaan makanan dan minuman;

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
15. Pengadaan pakaian khusus sehari-hari  ;
16. Pemrosesan Angka Kredit ;
17. Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,

18. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;

19. Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi )

20. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
21. Pembinaan Keluarga Berencana;
22. Koalisis Kependudukan ;
23. Pengadaan Sarana dan Prasarana program Keluarga Berencana ;
24. Pembinaan Kampung KB ;

25. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan ;
26. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ;

27. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ;

28. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) ;

29. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak ;

30. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

31. Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak ;
32. Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB ;

33. Pelayanan KB Medis operasi ;
34. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan korban KDRT ;

35. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT;

36. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB ;

37. Pembinaan organisasi perempuan ;

38. Penyuluhan bagi ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga Sejahtera ;

39. Kegiatan Bimbingan managemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha  ;

40. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan  ;

41. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

42. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;

43. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat;

44. Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);

45. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;

46. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR ;

47. Pengumpulan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak ;
48. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan ;

49. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
Untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2017 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2018 dapat dilihat pada tabel  T-C 29.
2.2  Analisis  kinerja  pelayanan  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
Mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, selengkapnya dapat dilihat pada tabel  T.C. 30  terlampir :

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto 
Dalam rangka untuk mengetahui gambaran kemampuan layanan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, maka dengan ini akan kami uraikan tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, susunan kepegawaian  adalah sebagai berikut :
Tugas dan Fungsi



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok  untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana   dan mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan : 
a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kota;

b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;

c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi  tingkat kota;

f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;

h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak ;
i.      Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak;

j.      Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota;

k. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;

l.      Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota;

m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota;

n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi kota;

o. Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kota;

p. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

q. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

r. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian pendudukdan KB sesuai kearifan budaya local;

s. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

t. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB;

u. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB;

v. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

w. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
x. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur  (SOP);

y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan 

z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Struktur Organisasi SKPD

Struktur organisasi dan Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, terdiri dari:

1. Kepala ;

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, membawahi:
a. Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak;

b. Seksi Pencegahan Kekerasan, dan Eksploitasi Perempuan dan Anak ( PKEPA);
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Partisipasi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

b. Seksi Penguatan Dan Pengembangan Kelembangaan PUG Dan PUHA;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :

a. Seksi Pengendalian dan  Penggerakan Penduduk;
b. Seksi Keluarga Berencana;
     
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
Sumber daya SKPD

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, setiap SKPD harus didukung oleh kekuatan sumber daya yang memadai agar semua beban tugas yang dibebankan kepada SKPD tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan tujuan unuk melaksanakan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam keseharian tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto selalu berhubungan langsung dengan masyarakat terutama institusi masyarakat pekerja maupun masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan Keluarga Berencana maupun pemberdayaan Masyarakat. Oleh sebab itu didalam mengimplementasikan tujuan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia atau personil yang benar-benar ahli dibidangnya terutama dibidang KIE (Komunikasi informasi dan Edukasi) tentang penanganan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto semakin mengembangkan potensi kemampuannya dengan adanya pengiriman personil untuk mengikuti Bintek dan diklat-diklat yang diadakan oleh Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Propinsi Jawa Timur maupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Adapun sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto sebagai berikut  :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto sebagai Top Manager dimana dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh  :
2. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kasub Bag Umum dan Kepegawaian., Kasub. Bag Perencanaan dan Keuangan bertugas mengelola administrasi dan merencanakan anggaran untuk program-program kegiatan dan mengatur kelancaran proses kerja dengan menyelenggarakan tata kebersihan dan tata keindahan kantor untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan kerja;

3. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak dibantu oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak ( PKEPA ) serta dibantu staf-staf bertugas menyelenggarakan melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, dan PUHA yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, dan PUHA dengan dibantu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Partisipasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Kepala Seksi Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan PUG dan PUHA dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta dibantu staf yang bertugas Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, dan PUHA mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, dan PUHA
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dibantu oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk dan Kepala Seksi Keluarga  Berencana serta dibantu staf yang bertugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai Petugas operasional / ujung tombak Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Lapangan ;
Adapun sumber  daya pendukungnya   berupa  aset-aset tetap Yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto berupa Gedung kantor, gedung pertemuan, Musholla dan kamar mandi, gudang dan lain-lain  dan didukung pula dengan aset lain berupa 1 (satu) unit   kendaraan    Dinas roda empat, 3 (tiga) Unit kendaraan operasional untuk Pelayanan Keluarga Berencana dan 32 (tiga puluh dua) unit kendaraan  roda dua, dan peralatan kerja   yang  berupa  barang meubelair , perangkat  computer,   overhead   proyektor   dan   peralatan  lainnya yang kesemuanya   turut mendukung    kelancaran   kerja. 

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
 Permasalahan pokok yang dihadapi dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : 
1. Masih tingginya jumlah perkawinan pertama wanita usia dibawah 20 tahun.
Masih tingginya jumlah perkawinan pertama wanita usia dibawah 20 tahun karena kurangnya pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Masalah PUP masih perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi, karena dari perkawinan ini dapat berpengaruh besar pada upaya pengendalian jumlah kelahiran dan penurunan resiko kematia ibu melahirkan. 
2. Budaya msyarakat yang masih menempatkan perempuan hanya disektor

    domestik :
Pada kenyataannya banyak kaum perempuan dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki sehingga kaum perempuan ditempatkan disektor belakang dalam artian bahwa kaum perempuan hanya diberikan tugas dilingkungan Rumah Tangga dan masih kurangnya peran perempuan dalam bidang pembangunan baik sosial budaya maupun politik.
3. Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak :
Pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik kepada anak dan kepada istri dan banyak pula keluarga yangmempekerjakan anak yang masih berusia sekolah bahkan ada pula yang masih berusia balita dijadikan alat untuk memperoleh belas kasihan dalam mencari nafkah dan juga pada umumnya masyarakat banyak yang berwawasan bahwa menindak lanjuti kekerasan atau kajadian dalam rumah tangga ke meja hukum adalah merupakan aib dalam rumah tangga
4. Masih rendahnya kemampuan tehnis pelaksana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana :
Masih banyaknya pengelola Program / pelaksana tehnis program  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang kurang memahami secara mendaam, baik yang berada di kantor maupun yang berada di lapangan, sehingga banyak program atau kegiatan yang hasilnya belum maksimal.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.

2. Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan minim peningkatan

3. Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat tidak terealisasi.

 4.Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.
Faktor Eksternal

1. Peluang (opportunity)

a. Tingginyaanimo masyarakat ikut ber KB.
b. Mudahnya Masyarakat memperoleh informasi tentang KB.
c. Adanya dukungan dana Alokasi Khusus ( DAK) di bidang KB setiap

tahun dari pusat.
d. Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender.
e. Adanya kewenangan pemerintah daerah di bidang KB dan PP sesuai PP

Nomor 38  tahun 2007
2. Tantangan (Treats)

a. Masing rendahnya  pengetahuan masyarakat memanfaatkan SDM yang

tersedia.
b. Beraneka ragam etnis yang ada di Kota Mojokerto.
c. Menurunnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah dan

nasional yang bercirikan kebangsaan.
d. Meningkatnya tuntutan masyarakat pelayanan KB yang bermutu.
e. Imbas dari pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sehingga

masyarakat juga menuntut KB gratis.
f. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam pengarusutamaan

gender (PUG)
g. Belum optimaalnya institusi-institusi sektor dalam melaksanakan

program KB.

Faktor Internal

1) Kekuatan (Strength)
a. Personil yang mencukupi
b. SDM cukup besar dan belum memanfaatkan secara optimal.
c. Etos kerja yang tinggi
d. Motivasi perempuan dalam KB dan PP tinggi
2) Kelamahan (Weatness)
a. Kualitas ketrampilan yang rendah
b. Belum optmalnya anggaran
c. Anggaran yang tersedia tidak dikelola secara efektif.
5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan catatan yang Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto merupakan bagian integral  organisasi perangkat daerah Kota Mojokerto yang eksistensinya berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto No. 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto. Dengan sendirinya isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto juga mengacu pada isu-isu setrategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.
Secara garis besar isu-isu strategis pemerintah kota Mojokerto dengan TUPOKSI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto sebagai berikut :

a. Masih tingginya jumlah perkawinan pertama wanita usia di bawah 20 tahun.
b. Pertumbuhan penduduk meningkat.
c. Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program belum optimal.
d. Sistim perencanaan dan pengabggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto belum optimal.
e. Masih kurangnya dukungan lintas sektor dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 
f. Rendahnya partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana.
g. Imbas dari pelayanan kesehatan gratis pendiidikan gratis, sehingga masyarakat juga menuntut KB gratis.
h. Masih rendahnya pengetahuan perlindungan anak
i. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan politik.
j. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak berwenang.
k. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan.
l. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin) dan faktor kesiapan SDM.
m. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mengusung pengarusatamaan gender dan pengarusutaan hak-hak anak (PUHA)
n. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto khususnya dengan hal-hal teknis terkait Tupoksi.
o. Peningkatan kesejahteaan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undan-gundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah tahapan kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto,  Tahun 2018-2023 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut telaahan terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel T.C. 31 sebagaimana terlampir :
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

· Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam bentuk Program P2WKSS & GSI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
· Program pembinaan ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya wadah yang mengayomi ketahanan keluarga dalam bentuk kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR) pembinaan diharapkan masuk dalam pelayanan Propinsi.

· Bidang Keluarga sejahtera  dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di Kelurahan yaitu kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari Propinsi/Pusat.

Bidang Keluarga Berencana :
· Bidang Keluarga Berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masyarakat menghendaki adanya pelayanan alat kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi.

· Untuk membantu pendewasaan Usia Perkawinan ( PUP ) masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani Remaja dalam bentuk Kelompok Pusat informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di Kelurahan, Karang Taruna, Sekolah, Pesantren, Perguruan Tinggi diharapkan adanya pelatihan-pelatihan masuk dalam pelayanan baik di tingkat Kota maupun tingkat Propinsi.

Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel T.C. 32 sebagaimana terlampir.
BAB III

 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto adalah sebuah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan  daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, berlokasi di Jalan Bhayangkara No. 38 Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
a. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.

2. Adanya Visi dan Misi Walikota Mojokerto.

3. RPJMD dan RKPD.

4. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

     Keluarga Berencana
5. Standar Operasional Prosedur (SOP).

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

     BELANJA TIDAK LANGSUNG

     Belanja Tidak Langsung

1.  Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb Kota Mojokerto meliputi :
a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
b. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c.  Kegiatan Pengelolaan administrasi keuangan
d. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

2.   Program  Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meliputi :

a. Kegiatan Pelayanan KB.
b. Kegiatan Pelayanan KIE

c. Penyusunan profil dan parameter kependudukan
d. Koordinasi pengendalian penduduk
3. Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi :

a. Kegiatan Peningkatan Peran Perempuan di dalam Pembangunan.

b. Kegiatan pelatihan keterampilan usaha mandiri
c. Kegiatan fasilitasi pengembangan  Kota Layak Anak
d. Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender  
e. Pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak
  b.  Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bahwa Rumusan Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal RKPD.

    3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kota Mojokerto dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023 serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tahun 2015-2019, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, target kinerja capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil, dan anggaran tahun 2020, dapat dilihat pada tabel  T.C. 33.
BAB IV 

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan RKA-SKPD tahun 2020.
Untuk melaksanakan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Dokumen Renja SKPD selain sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto untuk periode tahunan. 
Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
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